KEPALA DESA MUARA GULA BARU

PERATURAN DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besamya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam meclaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1059 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l dan Kota Praja di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Dipindal dengan CamScanner



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Dipindal dengan CamScanner



7.

10.

11.

12,

13.

14,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomorl051);
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15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

16. Peratutan Bupati Muara Enim Nomor ..... Tahun 2024
tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita
Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor ...... -

17. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
...... .../KPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD serta Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomeor
......... J/KPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Alokasi Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024;

19, Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
......... /KPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Alokasi Dana
Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024;

20. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
...... /KPTS/DPMD/2024  tentang Petunjuk  Teknis
Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi
Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA GULA BARU
dan
KEPALA DESA MUARA GULA BARU

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
TAHUN ANGOARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Gula Baru
Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai

berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.516.731.297,00

2. Belanja Desa Rp. 1.527.736.100,00
Surplus/Defisit Rp. (11.054.803,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 11.074.607,31
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-h) Rp. 11.074,607,31
Sisa Lebih/(Kurang) Rp. 69.804,31
Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
AFPB Desa;

Daftar Penyertaan Modal;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya.

e o gp

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.
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Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegintan sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga,

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi

sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;

dan
e. berskala lokal desa,

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SIiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan
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Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muara Gula Baru
Kecamatan Ujan Mas

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 29 Desember 2023
EPALA DESA MUARA GULA BARU
ECAMATAN UJAN MAS

”

Diundangkan di Desa Muara Gula Baru
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS

RIDWAN ABIDIN
LEMBARAN DESA MUARA GULA BARU TAHUN 2023 NOMOR 05
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KEPALA DESA MUARA GULA BARU

PERATURAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l dan Kota Praja di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821});

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
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beberapa  kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yeng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negarz (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
bheberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
B Tshun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864];

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 89);
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9, Peraturan Mented Dalam Neperl Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Deasa  (Berita  Negara
Republik Indonestn Tahun 2018 Nomor 61 1)

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Deerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Darang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

14 Peraturan Menteri Keuangan Republilk Indonesia Nomor 145
Tahun 2023 Tentang Pengelplaan Dana  Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2023 Nomor1051);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran dan Pengrunaan Dana Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
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16, Peratutan Bupati Muare Enim Nomor ... Tahun 2024
tentang Beseran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa Dalam Kabupalen Muara Enim (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Nomar ......;

17. Kepulusan Bupati Muzara Enim Nomor
v KPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Penghasilan
Tetap Hepala Dese, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD serta Alokas! Dana Desa Setiap
Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
cieienee/ KPTS/DPMD/ 2024 tentang Besaran Alokasi Dana
Begl Hasil Pajek Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten
Muara Enim Tzhun 2024;

19. Keputusan Bupati Muara Enim Nemer
oo /KPTS/DPMD /2024 tentang Besaran Alokas: Dana
Begi Hasil Retribusi Dasrah Setiap Desa Dalam Kabupaten
Muars Enim Tehun 2024;

20, Keputasan Bupari Muara Enim Nomor
weeo/KPTS/DPMD/2024  tentang  Petunjuk  Teknis
Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokas: Dana Bagi Hasil
Pajek Daecrah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
untik Penyelenggaraen Pemerintahan Desa Dalam
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024,

MEMUTUSKEAN:
Menempkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG FPENJABARAN
ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARA

GULA BARU EKECAMATAN UJAN MAS TAHUN ANGGARAN
2024

Dipindal dengan CamScanner



Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja Desa Tahun

Angearan 2024 terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
A. Pendapatan Asli Desa Rp. 3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.513.731.267,00
¢, Lain-lain Pendapatan Yang  Rp. 0,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1.516.731.297,00
2, Belanja Desa
&. Bidang Fenyelenggaraan Rp. 679.414,500,00
Pemerintahan Desa
b. Bidang Felaksanaan Rp. 412.721.600,00
Pembangunan Desa
¢. Bidang Pembinaan RD. 168.600.000,00
Kemasyaraleatan Desg
d. Bidang Pemberdayaan Ro. 101.400.000,00
Masyerakat Desa
&, Bidang Penanggulangan Rp. 165.600.000,00
Bencana, Keadaaan Darura:
dan Mendesak Desa
Jumigh Belanja Rp.  1.527.736.100,00
Surplus/ Defisit Rp. (11.004 803,00)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 11.074.607,31
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-hj REp. 11.074.607,31
Sisa Lebih /(Kurang) Ep. 69.804,31
Perhitungan Anggaran

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimakeud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa mi.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAl yang
disasun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi scbagai
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Dipindal dengan CamScanner



Pasal 4
Peraturan Kepala Desa Ini mulal berlaku pada tanggal
diundanglan,

Agar setlap arang mengetahulnva,
memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini
dengan penempatannya dalam Berlta Desa Muara Gula Baru

Kecamatan Ujan Mas.

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru
Pada tanggal : 29 Desember 2023
LA DESA MUARA CULA BARU

Diundangkan di Desa Muara Gula Baru
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS

RIDWAN IN
BERITA DESA MIUARA GULA BARU TAHUN 2023 NOMOR 06
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— BADAN PERMUSBYAWARATAN DESA
ﬁ DESA MUARA OULA BARU
@ KECAMATAN UJAN MAS KARUPATEN MUARA ENIM

At Desa Moo Ouila Hara Kee. Ujan Mas

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA QULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA DESA MUARA QULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGCARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN
UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan
Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
Muara Enim tentang Rancanpan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa [AFBDes)] menjadi Peraturan Desa
Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara
Enim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1050 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kota Praja di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821};

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
|Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana
telah beberapa kali diubsh, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) scbagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negarn Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 260);

7. Peratwran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menieri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menieri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Dipindal dengan CamScanner



14, Peraturan Menterl Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan  Dana  Desa
(Beritn  Negara  Republik  Indonesla  Tahun 2023
Nomorl051);

15, Pernturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 Tenmtang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

16. Peratutan Bupati Muara Enim Nomor ..... Tahun 2024
tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor ...... -

17. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
verinr JKPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD serta Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2024,

18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
......... JKPTS/DPMD /2024 tentang Besaran Alokasi Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024;

19. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
......... /KPTS/DPMD/2024 tentang Besaran Alokasi Dana

Bagi Hasil Retribusi Daerah Sctiap Desa Dalam Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024,

20. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
...... /KPTS/DPMD/2024 tentang Petunjuk  Teknis
Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi
Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024,
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MEMUTUSKAN
Meneiapkan
KESATU . Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanjn Desa (APBDes)
Desa Muarn Guln Bary Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
Muara Enim Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi
Pernturan Desa oleh Kepala Desa.
KEDUA . Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapknn.

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru
pada tanggal : 28 Desember 2023
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Nomor : 140/376.A/MOB/XI1/2023
Nomor : 06/BPD/MOB/XI1/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA MUARA GULA BARU DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA OULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SULUHUDDIN,S.IF : Kepala Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan
Mas Kabupaten Muara Enim dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Masg
Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. LISANUDIN,SH : Ketua BPD Desa Muara Gula Baru Kecamatan
Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Cula
Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara
Enim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan
PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
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2. FIRAK  PERTAMA  dapat  menerima  dengan  lailk  penyesuaian
Angnran Pendapatan dan elanjs Desa (AT es) Dese Mouara Ciule Bary
Kecamatan Ujan Mas Kabpaten Muam Enim Tahun Anggsrsn 2024
sebagaimana tertunng poda catntnn yang terlampie Derita Acara ini

1 PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan korekai ntns Angraran Pendapatan
dan Delanja Dean (APNDes) Desn Muara Oula Daru Keeamatan Ujan Mas
Knbupaten  Munrm  Enlm Tahun  Anggaran 2004 selaran dengan
penvesunian sebagaimana tettuang pada ealatan yang terlampir  Perita
Acarn Inl selambat:lambatiya sebelum 3 (tiga) harl kerja setelah tangeal
ditandatangani Nerila Acara ini

4 PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ujan Mas untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) harl kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara in),

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
meslinya.

Dipindal dengan CamScanner



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA MUARA QULA DARU KECAMATAN UJAN MAS
KADUPATEN MUARA ENIM

TAHUN ANGOARAN 2024

Pada hari inl Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Desa Muara Oula Baru, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Muara Qula Baru, Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim mengadakan rapat dalam rangka membahas
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2024,

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat
lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) Tahun 2024

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 3.000.000,00
b, Pendapatan Transfer Rp. 1.513.731.297,00
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 0,00
Jumiah Pendapatan Rp. 1.516.731.297,00
2, Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 679.414,500,00
Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  Rp. 412.721.600,00
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 168.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp. 101.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 165.600.000,00
Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja “Rp. 1.527.736.100,00
Surplus/Defisit Rp. (11.004.803,00)
3. Pembiayaan Desa
a, Penerimaan Pembiayaan Rp. 11.074.607,31
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 11.074.607,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran _Rp. 69.804,31
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A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesalkan
koreksi atna APB Desa Tahun anggaran 2024 solaras dengan penyesunian
dan perubahan, sebagalmana eatotan herikut:

1. Mengoreksi APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024,

Demikian Berita Acara Rapat Badan  Permusyawaratan Desa  tentang
Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa] Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnyn dapat digunakan
scbagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA MUARA GULA BARU
1. Ketua : LISANUDIN, SH
2. Wakil Ketua :  TRI PUTRA MANGKU ALAM
3. Sekretaris :  SEPTIAN JAYA
4. Anggota : DALLES
5, Anggota :  NURMASITO
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
Alamiat Desa Muara Oula Bani Kecamntan Ujan Mas Kabupaten Muarn Enim

Muara Gula Baru, 27 Das 2023

Kepada,
Nomor  : 06/BPD/XIN2023 Yih. Bpk/ibu/Saudarali
Sifat : Penting di -
Lampiran :- Tempal
Perihal : Pembahasan APBDes
Tahun Anggaran 2024

Sehubungan sudah adanya Penelapan Pagu Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajask Dserah dan Bagian Hasil
Refribusi Daerah Tahun  Anggaran 2024, kami selaku Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Gula Baru Kecamalan Ujan
Mas mengundang Bapalk/lbu/Sdr/Sdri untuk dapat hadir pada musyawarah

desa tersebut pada ©

HariTanggal : Kamis, 28 Desember 2023
Pukul : 09,00 WIB 5.d Selesai
Tempat : Kantor Desa

Mengingal Acara Musyawarah Desa ini sangat penting, diharapkan
apar kiranya dapat hadir tepal wakiu tanpa berwakil,

Demikian disampaikan, alas kehadiranya diucapkan terima kasih.
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SIDANG RAPAT

Hari / Tanggal
Pukul
Tempal
Acam

Pimpinan Rapat
Notulis

Jalannya rapat

Pembukaan

NOTULEN RAPAT

t MUSYAWARAH DESA MEMBDAHAS DAN MENGAMBIL
KEPUTUBAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBDES
TAHUN ANGOARAN 2024

¢ 28 Desember 2020

: 09.00 Wib n/d Selesal

: Kantor Desa Muara Gula Baru

: ;Iﬂu;;amh Penyusunan APBDES Tahun Anggaran

: Lisanudin SH (Ketua BPD)
: Septian Jaya (Sekretaris BPD)

Musyawarah Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua BPD Desa Muara Gula
Baru, dengan mengucapkan lafadz Basmallah

Adapun susunan acara musyawarah desa penetapan APBDes Tahun Anggaran
2024 adalah sebapai berikut :

hacaan

Doa dipimpin Saudara H AM. SUTIKNO

Sambutan-sambutan oleh

a. Hepala Desa

Kepala Desa Muara Gula Baru mengucapkan terima kasih atas kehadiran
seluruh undangan pada musyawarah hari ini. Saya berharap musyawarah
hari ini dapat menghasilkan kesepakatan oleh semua pihak. Berdasarkan
telex Bupati Muara Enim bahwa telah disampaikan pagu Dana , maka kita
diperintahkan untuk musyawarah Desa APBDes Tahun Anggaran 2024,

Kemudian Kepala Desa Muara Gula Baru memberikan paparan point
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Apapun point Point pada
APBDesa Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Pendapatan Desa

b. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 3.000.000,00
Rp. 1.513.731.297,00
Rp. 0,00

¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan

Rp. 1.516.731.297,00
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2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggarann Pemerintahinn Kp. 679.414.500,00
Desa

b. Bidang Pelnksanaan Pembangunan Desa  Rp. 412.721.600,00

¢. Bidang Pembinaan Kemnsyarakatan Desa  Rp. 168.600.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masynrakat Desa  Rp. 101.400.000,00

e. Bidang Penanggulangan Benciana, Rp. 165.600.000,00
Keadnaan Darurat dan Mendesak Desa

Juminh Belanja Rp.  1.527.736.100,00

Surplus/Defisit Rp.  (11.004.803,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 11.074.607,31

b. Pengeluaran Pemblayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 11.074.607,31

Sisa Lebih/{Kurang) Perhitungan Anggaran  Rp. 69.804,31

Pengalokasian APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing pos
Anggaren secara rinci disusun dan dijabarkan dalam Peraturan Desa
Muara Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2024,

. Ketua BPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pada
prinsipnya BPD Desa Muara Gula Baru telah menyetujui usulan Kepala
Desa Muare Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024.

Tanva jawah :

Tanya

: Apakah jumlah penerima BLT ada perubahan  ?

Jawab

: Tidak, jumlah penerima BLT masih 46 KPM
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Penutup
Musyawarah ditut
u .
lafacz Hamgalay, & ok Pimpinan musyawarah dengan mengucapkan

Muarn Gula Baru, 28 Des 2023
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DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanjn Desa (APD Desa) Tahun Anggaran 2024,
D : Muara Qula Paru
Hari/ Tanggal 28 Desember 2022
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FOTO RAPAT
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN LIAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
PEMBATASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANUN ANGGARAN 2024
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